
Dipindai dengan CamScanner

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndon sia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perb ndaharaan
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pem rik aan
p ngelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaga
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga N gara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

Menimbang: a. bahwa dalam rangka m ngoptimalkan dan tertib aclmini trasi
p ndapatan da rah maka perlu m ningkatkan pelayanan
kepada wajib pajak dalam hal p mbayaran pajak da rah yang
dibayarkan melalui urat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b. bahwa untuk tertib administra i dan pelayanan wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan
ketentuan atau tata cara pembayaran dan penyetoran pajak
daerah;

c. bahwa b rdasarkan pertimbangan ebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka p rlu men tap dengan
Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pembayaran
atau Penyetoran Pajak Daerah yang Dibayarkan Melalui Surat
Perintah Pencairan Dana;
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ten ang Pajak D rah
danR tribusi rah (Lemb an Ne ara R publik Indo si
Tahun 2009 Nomor 130, TambahanL mbaran Negara R publik
Indone ia Nomor 5049)·

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 n g P m rin ah
Daerah (Lembaran N gara R publik Indonesia Tahun 2014
Nornor 244 Tambahan Lembaran N gara Republik lndon ia
Nomor 2145 bagian t lah diubah b b rpa kali erahir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tah 2015 t ntang p rubahan
k du ata Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang
Pemerintahan Daerah (L mbaran N gara R publik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679)·

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahuh 2014 tentang Administrasi
P m rintahan (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran N gara Republik
Indon sia Nomor 5610);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 tentang tata cara
pemb rian dan p manfaa an Insentif Pemungutan pajak daerah
dan r tribusi da rah (Lembaran Negara R publik Indon sia
Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indone ia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 entang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengeloloaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5
Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014 t ntang
Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Berita Da rah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 53);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak sarang walet, pajak mineral bukan logam
dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah,
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumb .

2. Pemerintah Da rah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
ebagai unsur peny 1 nggara Pemerintahan Da rah.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya di ebut Bupati adalah Bupati
Tanah Bumbu.

4. Perangkat Daerah yang men lenggarakan fungsi p nunjang
bidang keuangan dalam peng lolaan pend patan da rah yang
s lanjutnya dis bu Badan.

5. Kepala Badan adalah kep a P rangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi p nunjang bidang keuangan dalam
peng lolaan pendapatan da rah.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara lang sung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang
terutang, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
tertentu.

Pasal 1

BAB I
KETE TUANUMUM

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPEMBAYARANATAU
PENYET RAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYARKANMELALUI
URATPERI TAR PEN AIRANDANA.

MEMUTU KAN:

Pa.1 r klame dan p jak parkir di Kabupaten Tanah Bumbu
( n Daerah K bupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor
61);

3. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 21 Tahun 2017 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur
rganisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nornor 21)'
14.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tabun 2021 tentang

Kedudukan, 'I'uga , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Da rah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021
Nornor 9)'
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8. Pajak yang rutang adalah pajak yang harus dibayar pada
ua u aa, alam Ma a P jak suai d gan kete an
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah uatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, p nentuan
b sarnya pajak yang terutang sampai kegiatan p nagihan
pajak k pada WajibPajak serta pengaw an p nyetorannya.

10. Subyek Pajak adalah orang prib eli tau badan yang dapa
dikenakan pajak.

11.Wajib Pajak Da rah yang selanjutnya dis but Wajib Pajak
adalah orang pribadi a au badan yang mempunyai hak dan
kewajiban esuai deng n peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

2. adan u aha adalah kumpul orang dan Zatau modal yang
m rupakan esatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang .dak melakukan usaha yang m liputi pers roan
terbata p rs roan komanditer, p rseroan lainnya, Badan
U aha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun firma, kongsi, kopera i, dana p n iun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi mas a
organi a i so ial politik, a au organi asi lainnya lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan b n usaha tetap.

3. a Pemberitah Pajak Daerah, yang eLanju ya
disingkat SPPDadalah surat yang oleh WajibPajak digunakan
untuk melaporkan p nghitungan darr/atau p mbayaran
pajak, oby k pajak danIatau bukan ob ek pajak, dan Iatau
harta dan k wajiban, sesuai dengan ketentuan p raturan
p rundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat K tetapan P jak Daerah yang lanju ya disingkat
KPD adalah ura ket apan pajak yang menen tukan

b samya jurnlah pokok pajak, b amya anksi administratif
danjumlah pajak yang rna ihharu dibayar.

15. urat Ketetapan Pajak D erab Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat KPDKBadalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besamya
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.

16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBTadalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jurnlah pajak yang te1ah
ditetapkan.

17.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan rnenggunakan formulir atau telah
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(1) Berda arkan i tern p rnungutannya, Pajak dibagi m nj di 2
(dua) yaitu:
a. Pajak yang dibayar endiri oleh Wajib P jak; dan
b. Pajak ang dibayar b rdasarkan Penetapan Bupati.

(2) Jenis Pajak Daerah ang dibayar 01 h Wajib Pajak
s b gaim a dimaksud dalam ay t (1), t rdiri dari:
a. Pajak Ho 1;
b. Pajak R toran;

Pa al3

BAB III
JENI PAJAK

P mbayaran atau Penyetoran Pajak D t: ang Dibayarkan
M lalui urat Perintah P ncairan D a (P2D) . Kabup t n
Tanah Bumbu.

Pasal2

BAB II
RUAN LINGKUP

dilakuk d ngan ara I' k kas da r m lalui mpat
p m an itunjuk 01 h Bupati.

1 T 'han Pajak D rah, lanjutn a di ingka STPD
d ah ur t untuk melakukan lagihan dan/at u sank j

admini tratif berup bungan d /atau d nda.
19. urat P rin ah P ncair Dana g elanjutnya disingk t

P2D adalah sur p rintah yang diterbitkan 01 h uasa BUD
untuk p lak anaan p ng luaran a beban Anggaran
P ndapatan dan lanj Da rah b rd arkan PM.

20. P mba aran ara onli ang lanjutnya di t online-
p ymen adalah p mba aran melalui ambungan 1 gsung
an ara ub si t m satu d ngan ub m lainnya sec a
lek onik d ngan da a t rill egra i serta erkini yang
dilakukan m lalui Badan P ndapatan Daerah, Bank/Lembaga
K u gan erm uk fa ili as Anjungan Tunai Mandiri (ATM),
EI tornic ata aptur (EDC), mobile banking ;y tern,
intemet banking dan fasilita lain ang di ediakan oleh Bank.

21. nlin adalah sambungan lang ung an a ub sis m a
dengan su item lainn a secara elektronik dan terin tegrasi
ecara real tim .

22. Pembayaran cara elektronik y g elanjutnya di ebut e-
paym nt dalah pembayaran pajak da rah cara elek onik
melalui p an ingkat/ hor rna age roc (SM) atau
onlin s rvic perti interne banking.
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(I) Pembay Pajak dapa dilakukan secara:
Lang ung a au tun i;

b. Transfer dan Iatau m nggunakan ala p mbayaran lain
yang diakui 01 h B k.

(2) P mbayaran p jak eb gairnana dimak ud dalam aya (1)
dapa dilakukan melalui:
a. Loket Pembayaran Badan P ndap tan Da rah; dan
b. ank.

(3) P mbayaran Pajak d ng cara transfer dania u
menggunakan alat p mbayaran lain bagaimana dimak ud
dalarn ayat () butir b, dinyatakan sab ap bila t lah
dibukukan pada Ka Drab.

(4) mba pajak l rutang dilakuk
s kaligu paling 1 b u waktu y
di ntukan.

P al5

BABV
T TA ARAPEM AYARAN

(1) Jenis Pajak yang dibay s bagaimana dimaksud dalam Pasal
3 aya (2), dibayar berdasarkan:
a. PTPD;
b. KPD;
c. KPDKB;
d. KPD T;
e. SPPT'
f. PDBPHTB;dan
g. Dokumen lain yang diper amakan.

(2) Da ar pembayaran sebagaimana dim ud p da yat (1)
dap b rupa dokumen manual maupun 1 ktronik.

Pa al4

BABN
DA ARPEMBAYARAN

iak Hibur n:
P jak Parkir;
ajak P n rang n Jalan;

f. ajak Min ral uk Logamdan Batuan; d n
g. P jak rolehan Hak A a Tanah dan Bangunan.

(3) J ni P jak Da rah yang dibayar b rda arkan netapan
Bupati ebagaim a dimaksud dalam ayat (1), t rdiri dari:
a. P j (Air Tan
b. P j R klam ;
c. ajak umi an angun P rdesaan dan Perko aan
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(1) K pala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan
pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak
daerah dalam rangka pengelolaan pen rirnaan pajak
daerah.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada aya (1) dapat dilakukan secara manual maupun
elektronik.

PasaJ 8

BAB VI
PENGAWASAN

(1) Hasil penerirnaan pernbayaran pajak yang dilakukan
melalui Ioket p mbayar Badan Pendapatan Daerah oleh
Bendahara Penerima, disetor ke Ka Umum Da rah tiap
akhir hari kezja.

(2) Dalam hal p n rimaan pambayaran pajak melalui bank
penyetoran ke Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat
1 (satu) hari kerja.

P sa17

(I) Bukti pemb yaran pajak beru.pa:
a. S P untuk pembayaran langsung ang

dilakukan melalui Loket Pembayaran Badan Pendapatan
Daer

h. lip atau bukti pernbayaran, untuk p rnbayaran langsung
yang dilakukan melalui Bank.

c. Re if truk atau dokumen transaksi elektronik untuk
pembayaran menggunakan aJat p mbayaran lain (ATM,
EDe, . tern t banking, mobile ban ing dan lain-lain) yang
diakui 01 hBank.

(2) SSPD ebagaimana dimaksud dalam ayat ( ) huruf a,
dinya akan sah apabila telah mendapa an p ngesahan
dari endahara P nerima Badan Pendapatan Daerah.

(3) lip darr/atau r si sebagaimana dimak ud dalam ayat (1)
uruf b dan huruf c, dinyatakan sah apabila erdapat

vatidasi bank.

Pasal 6

(5) Dalam hal Pembayaran pajak dilakukan dengan cara
m ngangsur atau penundaan pernbayaran, harus mengajukan
permohonan kepada upati melalui Badan Pendapatan
Daerah.

(6) Apabil batas waktu p mbayaran jatuh pad hari libur maka
batas wak p mbayaran diundurkan pada hari kerja
b rikutn a.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 65

BUMBU

Diundangk di Batulicin
pad tanggal 25 Dese ber 202"'

SE RIS D RAH KABUPATEN TA

Di tapkan eli Batulicin
pad an~ 25 nesember 2021
BUPATI TJAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

ran upati ini mulai b rlaku pada tanggal dit tapkan.
eti p or g meng tahuiny, m m rintahkan

dan ra an pati ini deng penempatannya
aerah Kabup en Tanah Bumbu.

asa19

BAB VII
KETENTUAN PE UTUP
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